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Abstract 
 

Public sevices in health certainly become one of the state priority to provide basic health needs for personal or 

society. One of the government’s efforts to ensure basic health protection is to implement Jaminan Kesehatan 

Nasional Programme (JKN) since 2014 for the people who pay dues and the people that had been paid by 

government. The research problems is how the service quality of Jaminan Kesehatan Nasional Programme 

(JKN) and the factors that affect the service quality in RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya.The result of the 

study show that there are few aspects that need to be improved such as facility to support health service in each 

installation of RSUD Dr. M. Soewandhie , add more medical personnel, and increasing accuracy and speed of 

service time. Other than that personnel competence and personnel behavior to doing work are become 

supporting factors to create the good service quality. While service system and policy factor are become resistor 

factor to create the good service quality in RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya.  
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Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan salah satu upaya 

pemerintah negara di seluruh dunia untuk 

memberikan jasa atau pelayanan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat.  Gambaran pelayanan publik di 

Indonesia selama ini pada faktanya masih lebih 

bersifat pada penyelenggara pelayananlah yang 

minta dilayani (to be served). Seharusnya 

penyelenggara pelayanan lebih berorientasi pada 

masyarakat tertutama memperhatikan kualitas 

pelayanan yang diberikan. 

Kualitas pelayanan publik di Indonesia dapat 

dikatakan masih rendah, hal tersebut sampai saat ini 

masih menjadi permasalahan yang banyak 

diperbincangkan dan masih terus dicari solusi 

kebijakan yang mampu memperbaiki pelayanan 

publik di Indonesia. Kualitas pelayanan publik yang 

masih rendah tersebut terbukti berdasarkan pada 

hasil survei beberapa lembaga Internasional sebagai 

berikut : 

 

Tabel 1.1 Rapor buruk pelayanan publik di 

Indonesia 

Nama Lembaga Tahun Urutan Indonesia 

TPKP (Tim 

Penilai Kinerja 

Pelayanan 

Publik) 

2011 Hasil survei 

menempatkan 

Indonesia pada urutan 

ke 129 dari 183 negara 

dalam hal pelayanan 

publik  

International 

Finance 

Cooperation 

(IFC) 

2011 Hasil survei 

menempatkan 

Indonesia pada  

Rangking Doing 

Business: ke 121 dari 

183 negara, Starting a 

Business: ke 161 dari 

183 negara (atau 60 

hari kerja dari rata-rata 

40 hari kerja di Asia). 

Political 

Economic Risk 

Consultancy 

(PERC) di 

Hongkong 

2011 Hasil survei 

menempatkan 

Indonesia dalam urutan 

paling bawah di 

negara-negara Asia 

untuk tingkat korupsi 

dalam investasi (di 

bawah Vietnam, 

Philipina dan 

Thailand). 

Transparency 

International 

(TI) 

2014 Hasil survei 

berdasarkan pada 

corruption perception 

index (CPI),  skor CPI 

Indonesia sebesar 34. 

Indonesia menempati 

urutan 109 dari 175 

negara yang diukur. 

Sumber : www.setdaprovkaltim.go.id dan 

www.ti.or.id diakses tanggal 12 April 2015 

 

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu 

konsep yang menggambarkan sejauh mana 

birokrasi atau organisasi penyelenggara pelayanan 

publik mampu menyediakan pelayanan yang lebih 

baik dan tentu sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Melakukan perbaikan kualitas 

pelayanan secara berkelanjutan merupakan kegiatan 

yang sangat penting dilakukan mengingat tuntutan 

masyarakat semakin tinggi untuk memperoleh 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 4, Nomor 2,  Mei-Agustus  2016 

 
82 

pelayanan yang berkualitas. Salah satu upaya 

Negara Indonesia dalam melakukan pembangunan 

adalah meningkatkan pelayanan di bidang 

kesehatan. 

Pemerintah Indonesia telah melakukan 

berbagai upaya dalam memberikan jaminan 

kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, namun 

berbagai program yang telah dibuat masih terdapat 

kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk 

mengatasi masalah tersebut Kementerian Kesehatan 

membuat suatu program yaitu Jaminan Kesehatan 

Nasional yaitu suatu program mengintegrasikan 

program-program jaminan kesehatan yang 

sebelumnya telah dilaksanakan kedalam satu wadah 

yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 

Program Jaminan Kesehatan Nasional telah 

dimulai sejak 1 Januari 2014 dan berjalan hingga 

saat ini. Dalam pelaksanaan program JKN ini 

rumah sakit di dalam peraturan BPJS Kesehatan 

nomor 1 tahun 2014 adalah sebagai fasilitas 

kesehatan tingkat lanjutan wajib memberikan 

pelayanan secara paripurna yaitu pelayanan 

kesehatan  yang  meliputi  promotif,  preventif,  

kuratif, dan rehabilitatif termasuk penyediaan obat, 

bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan 

pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Selain itu 

juga menyediakan pelayanan kesehatan rawat jalan, 

rawat inap dan gawat darurat tingkat lanjutan. 

Mengerucut pada pelaksanaan program 

Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa 

Timur pada faktanya banyak masyarakat yang 

mengeluhkan tentang hal yang berkaitan dengan 

pelayanan BPJS terutama BPJS Kesehatan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada data pengaduan yang 

didapat oleh Komisi Pelayanan Publik sebagai 

berikut : 

 

Tabel 1.2 Jumlah pengaduan tertinggi 

berdasarkan instansi terlapor 

tahun 2014 

Instansi Jumlah Prosentase 

BPJS 153 28.87 % 

Bupati/Walikota 107 20.19 % 

Desa/Kelurahan 88 16.60 % 

Kantor Pertanahan 27 5.09 % 

Dinas Pekerjaan 

Umum 

26 4.91 % 

DISNAKER 20 3.77 % 

KPU 15 2.83 % 

Kepolisian 13 2.45 % 

DISPENDUK 

CAPIL 

9 1.70 % 

PLN 8 1.51 % 

Sumber: Data Internal Komisi Pelayanan Publik 

Provinsi Jawa Timur Januari-Desember 2014 

 

Berdasarkan pada data tabel tersebut dapat 

dilihat bahwa BPJS memperoleh pengaduan 

masyarakat tertinggi dengan prosentase 28.87% dan 

pengaduan terbanyak ada di kota Surabaya.  Seperti 

data yang telah diperoleh oleh KPP Jawa Timur 

bahwa peserta JKN atau BPJS Kesehatan ini 

banyak yang mengeluhkan mengenai pelayanan 

yang mereka dapatkan dari rumah sakit. Hal 

tersebut juga disebabkan karena semakin 

membeludaknya pasien yang datang atau dirujuk 

kerumah sakit sehingga berakibat pada kualitas 

rumah sakit dalam melayani pasien menjadi buruk. 

Salah satu rumah sakit yang mengalami penurunan 

kinerjanya dalam melayani pasien terutama dalam 

pelaksanaan progam JKN ini adalah RSUD 

Dr.M.Soewandhie Surabaya. 

RSUD Dr.M. Soewandhie merupakan rumah 

sakit milik Pemkot Surabaya yang menjadi salah 

satu fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan 

BPJS Kesehatan yang menerima rujukan dan 

melayani peserta JKN. RSUD Dr.M. Soewandhie 

ini merupakan rumah sakit tipe B yang telah 

mendapatkan ISO 9001 : 2001 pada tahun 2008  

dan merupakan satu-satunya rumah sakit daerah 

yang mendapatkan predikat kepatuhan terhadap UU 

Pelayanan Publik bersama 13 SKPD lainnya yang 

diberikan oleh lembaga Ombudsman RI tahun 

2014. Meskipun telah mendapatkan penghargaan 

dan ISO dan mendapat predikat kepatuhan terhadap 

UU pelayanan Publik pada faktanya belum 

menjamin dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal dan memuaskan pasien. Hal ini dapat 

dilihat dari data IKM rumah sakit sebagai berikut : 

 

Tabel 1.3 Hasil survey indeks kepuasan 

masyarakat (IKM) tahun 2010-2014 

Tahun IKM (dalam %) 

2010 92 

2011 78,96 

2012 77,97 

2013 75,44 

2014 72,62 

Sumber : Data IKM dari bagian perencanaan RSUD 

Dr.M.Soewandhie Kota Surabaya Tahun 2010-

2014 

 

Berdasarkan pada tabel diatas nilai IKM RSUD 

Dr.Mohammad Soewandhie mengalami penurunan 

mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Data 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

kesehatan RSUD tersebut semakin menurun 

sehingga menurunkan tingkat kepuasan pasien. 

Selain itu keluhan-keluhan mengenai pelayanan 

yang diberikan rumah sakit kepada peserta program 

JKN ini juga disampaikan melalui media massa 

baik surat kabar maupun media elektronik. 

Beberapa keluhan yang disampaikan peserta JKN 

atau BPJS Kesehatan ini dikutip dari beberapa 

media massa elektronik yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 1.4 Keluhan atau pengaduan peserta JKN 

yang disampaikan melalui media massa elektronik 
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No Keluhan 

1 Tidak memberikan fasilitas kamar rawat inap 

sesuai dengan hak pasien BPJS Kesehatan 

dan pembedaan perlakuan pelayanan antara 

pasien umum dan BPJS Kesehatan 

2 Dokter kurang memberikan informasi yang 

jelas mengenai progres kondisi pasien BPJS 

Kesehatan di rawat inap 

3 Kurangnya informasi yang jelas dari pihak 

rumah sakit untuk mendapatkan Surat 

Eligibilitas Peserta(SEP) sebagai dokumen 

yang menyatakan bahwa peserta menjadi 

tanggungan BPJS 

4 Adanya antrian panjang pendaftaran dan 

antrian di depo farmasi 

5 Lamanya peracikan obat tidak sesuai dengan 

janji strandar waktu pelayanan yang 

dijanjikan 

Sumber: www.jawapos.com 

 

Oleh karena itu, dengan melihat fakta-fakta 

yang telah dijelaskan diatas mendorong peneliti 

untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan RSUD dr. M. 

Soewandhie kepada peserta JKN (BPJS 

Kesehatan). Maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan program jaminan 

kesehatan nasional di RSUD Dr. Muhammad 

Soewandhie Kota Surabaya bagi peserta BPJS? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan RSUD Dr. Muhammad Soewandhie 

Kota Surabaya? 

Selain itu pada penelitian ini dimaksudkan 

untuk dapat menjawab pertanyaan dari permasalah 

penelitian dengan menggambarkan dan 

menguraikan mengenai kualitas pelayanan 

kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan 

Nasional  di RSUD Dr.Muhammad Soewandhie 

Kota Surabaya serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Penelitian tersebut dilakukan 

agar dapat menjadi masukan bagi Pemerintah 

dalam hal ini Kementerian Kesehatan beserta 

penyelenggara dan pelaksana yakni BPJS 

Kesehatan dan PPK (Pelaksana Pelayanan 

Kesehatan) untuk dapat bekerjasama lebih baik 

terutama dalam menyusun kebijakan dalam 

pelaksanan JKN. 

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai 

manfaat baik secara akademis maupun praktis. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Manfaat akademis 

Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi dalam pengembangan Ilmu 

Administrasi Negara. Selain itu juga dapat menjadi 

bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian mengenai kualitas pelayanan 

di bidang kesehatan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan 

bahan  untuk evaluasi terhadap pelaksanaan 

pelayanan program jaminan kesehatan nasional di 

RSUD Dr. Muhammad Soewandhie Kota Surabaya 

maupun BPJS Kesehatan. Selain itu juga  sebagai 

bahan masukan bagi pemerintah baik Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya maupun Kementerian 

Kesehatan  dalam menyusun maupun melakukan 

perbaikan kebijakan dalam pelayanan kesehatan.  

 

Landasan Teori 

Pelayanan Publik 

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik 

(Sinambela 2006:4).Berdasarkan pada pengertian 

tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan adalah 

suatu kegiatan yang sifatnya abstrak tetapi dapat 

dirasakan keberadaannya sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan 

kepuasan pada masyarakat.  Sementara menurut 

H.A. Moenir menyatakan pendapatnya bahwa 

pelayanan adalah sebagai proses pemenuhan 

kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara 

langsung (Moenir 2001:17). 

Sementara menurut Gronroos berpendapat 

bahwa pelayanan adalah serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang 

terjadi karena adanya suatu interaksi antara 

konsumen dengan pegawai pemberi layanan atau 

hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 

pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk 

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan 

(Gronroos dalam Ratminto dan Atik 2007:2) 

Berdasarkan pada beberapa definisi diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik 

adalah segala kegiatan yang dilaksanakan instansi 

pemerintah maupun organisasi penyedia layanan 

publik dengan tujuan untuk memenuhi segala 

kebutuhan masyarakat menyangkut pelayanan 

untuk orang banyak baik barang ataupun jasa 

sehingga dapat membantu masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan. 

 

Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan menurut WHO (1947) adalah suatu 

keadaan sejahtera sempurna yang lengkap meliputi 

kesejahteraan fisik, mental dan sosial buka semata-

mata bebas dari penyakit dan atau kelemahan 

(Mubarak 2005:89) Sedangkan Pelayanan adalah 

suatu kegiatan dinamis berupa membantu 

menyiapkan, menyediakan dan memproses serta 

membantu keperluan orang lain (Mubarak 

2005:89). 

Sementara menurut Lovey dan Loomba (1973) 

menyatakan bahwa pelayanan kesehatan adalah 

setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau 

secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

http://www.jawapos.com/
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memelihara dan meningkatkan kesehatan, 

mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, 

kelompok dan ataupun masyarakat (Lovey dan 

Loomba dalam Mubarak 2005:89) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

kesehatan adalah segala upaya kegiatan yang 

diselenggarakan suatu organisasi sebagai upaya 

memberikan bantuan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah 

dan menyembuhkan penyakit yang diderita 

masyarakat. Pelayanan kesehatan ini merupakan 

kebutuhan dasar bagi masyarakat sehingga 

pemerintah sebagai pemeran utama untuk 

memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat harus 

mampu membangun sistem yang baik dalam 

layanan kesehatan. 

 

Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan diartikan sebagai sesuatu 

yang berhubungan dengan terpenuhinya 

harapan/kebutuhan pelanggan (masyarakat), 

dimana, pelayanan dikatakan  berkualitas apabila 

dapat menyediakan produk dan atau jasa sesuai 

dengan kebutuhan para pelanggan (masyarakat) 

(Ibrahim 2008:22). Menurut Goetsch dan Davis 

(1994) dalam Tjiptono, kualitas pelayanan 

dirumuskan sebagai suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau bahkan 

mungkin melebihi harapan (Goetsch dan Davis 

dalam Tjiptono 2004:110). 

Menurut Sedarmayanti, kualitas pelayanan 

mengacu pada pengertian bahwa pertama, kualitas 

terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik 

langsung maupun atraktif yang memenuhi 

keinginan pelanggan dan memberi kepuasan atas 

penggunaan produk tersebut. Kedua, kualitas terdiri 

dari segala sesuatu yang bebas kekurangan atau 

kerusakan (Sedarmayanti 2009:253). 

Berdasarkan pada pendapat yang dikemukakan 

oleh beberapa pakar diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan adalah seberapa jauh 

tingkat pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari segi produk atau jasa yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan/masyarakat, dimana penyelenggara  

pelayanan berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

 

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam mengukur seberapa jauh kualitas 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

organisasi penyedia layanan publik, terdapat 

beberapa indikator yang dikemukakan oleh Levine 

(1990) yaitu responsiveness, responsibility, dan 

accountability (Levine dalam Dwiyanto 2006:144) 

a. Responsiveness atau responsivitas adalah daya 

tanggap penyedia layanan terhadap harapan, 

keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna 

layanan. 

b. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses 

pemberian pelayanan publik itu dilakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-

ketentuan administrasi dan organisasi yang 

benar dan telah ditetapkan. 

c. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan seberapa besar 

proses penyelenggaraan pelayanan sesuai 

dengan kepentingan stakeholders dan norma-

norma yang berkembang dalam masyarakat. 

Menurut Gronroos (1990,2000) mengemukakan 

tujuh dimensi kualitas yang bisa digunakan sebagai 

ukuran dalam menilai kualitas pelayanan yang 

diberikan. Berikut ini adalah ketujuh dimensi 

tersebut (Gronroos dalam Tjiptono 2004:132). 

a. Profesionalisme dan keterampilan penyedia 

layanan adalah kemampuan untuk 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya 

diiringi dengan komitmen yang tinggi serta 

memiliki kompetensi khusus pada bidang 

tertentu. 

b. Sikap dan perilaku penyedia layanan adalah 

perilaku dan tindakan yang ditunjukkan 

pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 

msyarakat dengan sopan. 

c. Adanya aksesibilitas dan fleksibilitas adalah 

kemudahan untuk  menjangkau atau 

mendapatkan pelayanan. 

d. Reliabilitas dan trustworthiness adalah pegawai 

yang memberikan pelayanan dapat memberikan 

kepercayaan pada masyarakat dengan 

memberikan pelayanan secara akurat tanpa 

adanya kesalahan. 

e. Recovery adalah adanya perbaikan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat bila terjadi 

kesalahan pelayanan. 

f. Reputasi dan kredibilitas, sikap pegawai yang 

dapat menjaga nama baik perusahaan maupun 

pegawai sendiri. 

g. Serviscape adalah bentuk fisik lingkungan atau 

fasilitas fisik dimana layanan diproduksi, 

disampaikan, dan dikonsumsi pengguna jasa. 

Setelah adanya perkembangan kemudian 

Zeithaml, Pasuraman dan Berry (1990) 

menyederhanakan dari sepuluh indikator yang 

sebelumnya dikemukakan menjadi lima indikator 

dalam mengukur kualitas pelayanan. Kelima 

indikator tersebut adalah sebagai berikut (Zeithaml, 

Pasuraman dan Berry dalam Dwiyanto 2006:145) 

a. Tangibles, yaitu fasilitas fisik, peralatan, 

pegawai, dan fasilitas-fasilitas komunikasi yang 

dimiliki oleh penyedia layanan 

b. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan 

untuk menyelenggarakan pelayanan yang 

dijanjikan secara akurat 

c. Responsiveness atau responsivitas adalah 

kerelaan  untuk menolong pengguna layanan 

dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 4, Nomor 2,  Mei-Agustus  2016 

 
85 

d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, 

kesopanan dan kemampuan para petugas 

penyedia layanan dalam memberikan 

kepercayaan kepada pengguna layanan 

e. Empathy adalah kemampuan memberikan 

perhatian kepada pengguna layanan secara 

individual. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

Pelayanan Publik 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas pelayanan, beberapa faktor tersebut 

dijelaskan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih 

diantaranya adalah (Ratminto dan Atik 2007:36): 

a. Memperkuat posisi tawar menawar pengguna 

jasa layanan 

b. Maksismalisasi mekanisme ‘Voice’ 

c.Pembentukan birokrat yang berorientasi 

pelayanan 

d. Pengembangan kultur pelayanan 

e.Pembangunan sistem pelayanan yang 

mengutamakan kepentingan masyarakat 

Sementara menurut Agus Dwiyanto, faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

publik yang diberikan oleh birokrasi dipengaruhi 

oleh berbagai faktor diantaranya adalah sebagai 

berikut (Dwiyanto 2006:142): 

a. Tingkat kompetensi aparatur birokrasi 

b. Kualitas peralatan yang digunakan untuk 

memproses pelayanan 

c. Budaya birokrasi 

Sementara menurut Moenir menjelaskan bahwa  

ada 6 (enam) faktor pendukung pelayanan umum 

dan menentukan kualitas pelayanan tersebut. 

Berikut ini adalah keenam faktor yang 

dimaksudkan (Moenir 2001:88) 

a. Faktor Kesadaran 

b. Faktor aturan 

c. Faktor organisasi 

d. Faktor pendapatan 

e. Faktor Kemampuan dan Keterampilan 

f. Faktor sarana pelayanan 

Dalam penelitian yang dilakukan ini terdapat 

tiga faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 

pelayanan kesehatan dalam program JKN di RSUD 

Dr. Muhammad Soewandhie Kota Surabaya 

diantaranya adalah  Kompetansi SDM/ Aparatur 

Pelayanan, Sistem Pelayanan dan  Budaya 

Organisasi. 

a. Kompetensi SDM/Aparatur Pelayanan 

Kompetensi SDM/Aparatur pelayanan adalah 

kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya masing-masing, tingkat 

pendidikan pegawai dan pengalam kerja pegawai, 

serta kemampuan komunikasi yang jelas dengan 

pelanggan. 

b. Sistem Pelayanan 

Sistem pelayanan adalah suatu urutan kegiatan 

yang saling terkait pada suatu usaha yang dilakukan 

oleh pemberi layanan untuk memberikan 

kemudahan pada masyarakat pengguna jasa dalam 

rangka mencapai tujuan sesuai dengan prosedur 

atau aturan yang telah ditetapkan. 

c. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang 

dihayati dan dipraktekan pegawai dalam melakukan 

pekerjaan, mengambil keputusan dan juga sebagai 

kontrol terhadap perilaku kerja pegawai. Budaya 

organisasi yang kuat dan positif akan berpengaruh 

pada sikap dan produktivitas pegawai dalam 

melakukan pekerjaan. Pegawai yang memiliki 

kecocokan dengan budaya organisasi akan memiliki 

dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah disepakati bersama. 

 

Program Jaminan Kesehatan Nasional 

Saat ini Pemerintah Indonesia telah membuat 

dan menjalankan program yang salah satunya 

menyangkut bidang kesehatan. Program tersebut 

adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional yang 

dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai 

program baru untuk mengatasi kelemahan dari 

pelaksanaan program-program kesehatan yang 

sebelumnya telah dibuat. Program Jaminan 

Kesehatan Nasional adalah suatu program 

pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk 

memberikan kepastian jaminan kesehatan yang 

menyeluruh bagi semua rakyat indonesia agar 

penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif 

dan sejahtera (UU No. 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional). Adanya program 

ini diharapkan seluruh masyarakat dapat terpenuhi 

kebutuhan dasar kesehatannya dimana kepesertaan 

program JKN ini secara bertahap dilakukan agar 

seluruh masyarakat menjadi peserta program JKN 

ini. 

 

Metode Penelitian 

Tipe penelitian 

Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 

Dengan melakukan penyajian data yang di 

diskripsikan secara rinci maka akan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai fenomena permasalahan sosial yang 

diteliti dimana berkaitan dengan gambaran 

pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta 

Jaminan Kesehatan Nasional oleh RSUD 

Dr.Muhammad Soewandhie. 

Teknik Penentuan Informan  
 Penelitian ini menggunakan teknik penentuan 

informan purposive sampling dilanjutkan snowball 

sampling. Informan pada penelitian ini adalah 

pasien BPJS/JKN dan pihak internal RSUD 

Dr.M.Soewandhie Surabaya 

Teknik Pengumpulan Data  
Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan 

melalui proses observasi, wawancara, dokumentasi. 

Teknik Analisis Data  
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Pada penelitian ini analisis data dilakukan melalui 

proses reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan pada data. 

Uji Keabsahan Data  
Pada penelitian ini uji keabsahan data dilakukan 

dengan uji triangulasi pada data 

 

Pembahasan 

Program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD 

Dr.M.Soewandhie Surabaya 

Sejak awal penerapan program jaminan 

kesehatan nasional hingga saat ini pun masih 

banyak permasalahan dimana salah satu 

penyebabnya adalah aturan yang masih kurang 

tersosialisasi kepada masyarakat oleh BPJS 

Kesehatan. Beberapa masalah itu salah satunya 

adalah penerapain sistem INA CBGs dimana itu 

masalah tarif yang ada di sistem INA CBGs juga 

dianggap terlalu rendah, hal tersebut juga dapat 

menimbulkan masalah yang selama ini terjadi di 

Soewandhie hampir setiap hari yaitu penumpukan 

pasien yang membeludak disamping itu puskesmas 

juga lebih memilih merujuk pasiennya ke rumah 

sakit pemeritah sehingga sering terjadi penumpukan 

pasien. Selain itu Hal tersebut membuat rumah 

sakit mengelola dana klaim dari tarif yang rendah 

tersebut agar pelayanan yang diberikan tidak 

mengeluarkan biaya yang besar pada real cost nya 

sehingga pelayanan yang diberikan kepada peserta 

JKN jadi menurun dari segi kualitasnya. 

Masalah berikutnya adalah pembayaran klaim 

pada rumah sakit juga sering mengalami kendala 

keterlambatan pembayaran oleh BPJS. 

Keterlambatan pembiayaan juga terjadi karena 

faktor rumah sakit sendiri yang terlambat 

menyerahkan berkas klaim. Meskipun begitu dalam 

melaksanaan program JKN ini rumah sakit telah 

memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan. Peserta BPJS/JKN dilayani sesuai 

prosedur tanpa ada pembedaan dengan pasien 

umum. Perbedaan hanya pada syarat administratif 

yang harus dipenuhi peserta dan manfaat yang 

diberikan sesuai dengan kelas dari peserta tersebut. 

  

Kualitas Pelayanan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional dalam Rangka Menjamin 

Perlindungan Kesehatan bagi Peserta BPJS di 

RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya 

Bicara mengenai kualitas pelayanan tentu 

merujuk pada pemberian pelayanan yang sempurna 

dan prima. Namun tentu dalam pelaksanaannya 

tidak selalu dapat mencapai hal itu banyak faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Untuk melihat 

bagaimana kualitas pelayanan yang telah diberikan 

oleh penyelenggara layanan tentu perlu dinilai dari 

beberapa aspek. Dalam hal ini peneliti telah 

menetapkan aspek-aspek untuk melihat kualitas 

pelayanan RSUD Dr. M. Soewandhie dalam 

menjalankan program JKN diantaranya ada 6 

(enam) aspek yaitu Tangible, Responsiveness, 

Reliability, Assurance, Empathy, Access. 

a. Tangibility (Bukti Fisik) 

Dalam hal ini bukti fisik yang dimiliki RSUD 

Dr. M. Soewandhie Surabaya untuk menunjang 

berjalannya program JKN (Jaminan Kesehatan 

Nasional) pada dasarnya sudah sesuai standar untuk 

rumah sakit tipe B dan sudah mencukupi untuk 

standar kredensialing yang dilakukan BPJS. Namun 

pada kondisi dilapangan dirasa belum mencukupi. 

Hal tersebut dikarenakan jumlah kunjungan yang 

tinggi hampir setiap harinya mulai pagi hingga 

siang hari sehingga fasilitas pendukung pelayanan 

pasien yang ada tidak sebanding jumlahnya dengan 

jumlah kunjungan pasien. 

Bukti fisik di RSUD DR. M Soewandhie 

Surabaya ini dapat dilihat dari sisi ketersediaan 

fasilitas fisik/sarana dan peralatan serta dilihat dari 

sisi ketersediaan tenaga / SDM yang mencukupi. 

Berdasarkan hasil penelitian dari sisi yang paling 

menonjol yakni ketersediaan fasilitas fisik/ sarana 

dan peralatan sebenarnya rumah sakit telah 

menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut tetapi masih 

belum memenuhi kebutuhan pasien dimana fasilitas 

yang paling banyak dikeluhkan adalah masalah 

fasilitas tempat parkir, fasilitas ruang tunggu baik 

ketersediaan tempat duduk, pendingin udara dan 

pengaturan letak ruangannya terutama di pelayanan 

rawat jalan.  

Bukti fisik selanjutnya juga dilihat dari 

ketersediaan sarana dan peralatan di rawat inap 

yang dinilai belum menucukupi kebutuhan pasien 

terutama ketersediaan kamar inap atau jumlah bed. 

Kemudian masih ada keluhan mengenai pendingin 

udara rusak terutama pada ruang kelas II dan III 

karena tidak terasa sejuk diruangan bahkan terasa 

panas. Untuk IGD sendiri masalah penambahan 

kapasitas baik untuk ruang perawatan maupun 

fasilitas di ruang tunggu yang terbatas juga harus 

menjadi perhatian bagi rumah sakit untuk 

memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga pasien 

yang menunggu. 

Bila dilihat dari sisi ketersediaan sarana 

peralatan dan teknologi yang mendukung kerja 

pegawai masih terdapat masalah terutama pada 

bagian administrasi BPJS yang menjadi gerbang 

awal peserta JKN untuk memperoleh pelayanan. 

Dibagian loket BPJS menurut staff yang bertugas 

maupun pihak rumah sakit mengeluhkan jaringan 

internet BPJS yang berguna untuk dapat mengakses 

data base BPJS dalam memasukkan data pasien 

maupun pengecekan keaktifan kartu pasien sering 

terkendala jaringan putus. Selain itu data yang 

terdapat pada sistem BPJS tersebut juga terkadang 

tidak valid karena terkadang petugas memasukkan 

NIK peserta JKN yang membawa kartu BPJS 

namun tidak muncul dalam sistem BPJS sehingga 

harus memasukkan data pasien secara manual. 

Bukti fisik dilihat dari ketersediaan SDM di 

RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya dalam 
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mendukung program JKN ini juga dinilai belum 

mencukupi kebutuhan. Hal yang paling penting 

adalah jumlah tenaga kesehatan atau dokter belum 

sebanding dengan pasien yang datang sehingga 

tidak jarang tenaga kesehatan harus kewalahan 

dalam melayani pasien. Perbandingan jumlah 

dokter dan pasien yang ditangani di rumah sakit 

soewandhie surabaya adalah 1 : 3.210 sementara 

menurut ketentuan dari WHO bahwa standar ideal 

dokter melayani pasien dalam setahun adalah 1 : 

2.500, melihat perbandingan tersebut jelas rumah 

sakit soewandhie masih kekurangan dokter. 

b. Responsiveness (Daya Tanggap) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pihak rumah sakit telah mampu mengenali 

kebutuhan pasien dalam hal ini untuk mendukung 

berjalannya program JKN yang diiringi dengan 

meningkatnya jumlah kunjungan yang cukup tinggi 

setiap harinya membuat rumah sakit merencanakan 

melakukan pembangunan dengan menambah lantai 

rumah sakit. 

Selain itu bentuk daya tanggap yang 

ditunjukkan rumah sakit juga dengan menyediakan 

fasilitas sarana bagi pasien dan masyarakat yang 

ingin menyampaikan keluhan dan masukan kepada 

pihak rumah sakit melalui berbagai media 

diantaranya SMS, telepon, kotak saran, 

menyampaikan keluhan melalui website rumah 

sakit Soewandhie atau Pemkot dan melakukan 

survei kepuasan pasien terhadap layanan yang 

sudah diberikan. 

Pada aspek responsiveness ini, yang menonjol 

adalah daya tanggap pegawai rumah sakit 

Soewandhie yang dilihat dari kesediaan dan 

kesiapan para aparat penyedia layanan untuk 

membantu pasien dengan segera serta memberikan 

informasi-informasi yang dibutuhkan. Di pelayanan 

instalasi rawat jalan mulai dari petugas diloket 

BPJS, loket pendaftaran yang bersedia membantu 

mengarahkan pasien bila kebingungan mengenai 

syarat-syarat yang harus dipenuhi maupun bertanya 

lokasi poli yang ingin dituju. Dokter maupun 

perawat di poli juga menunjukkan daya tanggap 

yang baik dengan memperhatikan keluhan pasien 

dan memberi informasi kondisi dan apa yang harus 

ditindaklanjuti untuk keluhan pasien. 

Kesediaan dan kesiapan para aparat penyedia 

layanan untuk membantu pasien dengan segera 

serta memberikan informasi-informasi yang 

dibutuhkan di IGD sudah dinilai baik oleh peserta 

JKN. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan 

pelayanan dengan cepat ketika pasien datang tanpa 

mengurus administrasi terlebih dahulu. Pasien 

dicek kondisi kegawat daruratannya dimana ada 

tiga kategori kegawat daruratan yaitu kondisi merah 

(prioritas pertama), kondisi kuning (prioritas 

kedua), kondisi hijau (prioritas ketiga). 

Pada pelayanan instalasi rawat inap, kesediaan 

dan kesiapan para aparat penyedia layanan untuk 

membantu pasien dengan segera serta memberikan 

informasi-informasi yang dibutuhkan sudah dinilai 

baik oleh peserta JKN. Hal tersebut ditunjukkan 

saat memesan kamar inap di bagian admisi, petugas 

admisi selalu segera menginformasikan pada pasien 

atau keluarga pasien jika sudah ada kamar yang 

tersedia. Petugas juga selalu bersedia menerangkan 

dengan jelas jika pasien atau keluarga pasien 

bertanya. Kemudian untuk tenaga medis maupun 

perawat juga dinilai sangat baik apabila pasien 

memerlukan bantuan ganti infus atau kebutuhan 

lainnya, perawat cepat datang dan mengatasi 

kebutuhan pasien tersebut. Untuk frekuensi 

pengecekan pasien dirawat inap juga sangat sering 

dilakukan oleh perawat baik pagi, siang, sore dan 

malam sementara untuk dokter pengecekan sehari 

hanya satu atau dua kali. 

c. Reliability (Kehandalan) 

Kehandalan atau reliabilitas dari RSUD Dr.M. 

Soewandhie Surabaya ini dapat dilihat dari segi 

kehandalan setiap aparatur pemberi layanan pada 

bidangnya masing-masing atau kehandalan dalam 

mengoperasikan peralatan pendukung kerja mereka 

yang menjadi hal yang menonjol kemudian dilihat 

dari konsistensi ketepatan waktu dalam pelayanan 

yang dijanjikan. 

Di instalasi rawat jalan, IGD dan rawat inap 

yang bertugas pada bagian administrasi sudah 

menguasai informasi-informasi dan dapat 

mengoperasikan teknologi seperti komputer. 

Sementara dokter dan perawat di instalasi rawat 

jalan, rawat inap dan IGD juga dianggap sudah 

pasti handal dibidangnya dalam memberikan 

tindakan sesuai dengan diagnosa dan 

mengoperasikan alat-alat kesehatan. 

Namun jika dilihat dari segi konsistensi 

ketepatan waktu dalam pelayanan yang dijanjikan, 

hampir semua pasien JKN merasakan pelayanan 

belum sesuai dengan waktu yang dijanjikan dan 

tidak konsisten pada beberapa pelayanan terutama 

dapat dilihat dari waktu tunggu di rawat jalan yaitu 

di loket pendaftaran, poli, waktu tunggu di farmasi, 

serta waktu tunggu untuk operasi yang tidak sesuai 

dengan acuannya di standar Permenkes no. 129 

Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal 

rumah sakit. 

d. Assurance (Jaminan) 

Aspek assurance dirumah sakit Soewandhie ini 

dapat dilihat dari segi  kemampuan penyedia 

layanan berperilaku sopan, ramah, jujur serta 

kemampuan penyedia layanan memberikan rasa 

aman. 

Pada dasarnya rumah sakit Soewandhie telah 

memberikan pelayanan yang harus dijamin kualitas 

dan keamanannya, terutama dalam hal memeriksa 

kondisi pasien dimana diagnosis harus ditegakkan 

dengan akurat sehingga dapat memberikan 

pelayanan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk 

keamanan lingkungan rumah sakit sendiri, rumah 

sakit telah menugaskan beberapa security untuk 

memantau keadaan di dalam  rumah sakit seperti 
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membantu pasien bila dibutuhkan dan dirawat inap 

untuk mengontrol jam kunjungan pasien maupun 

security diluar rumah sakit. Dalam melaksanakan 

program JKN ini, rumah sakit telah memberikan 

jaminan bahwa sudah tidak ada tarik iur biaya 

tambahan bagi pasien BPJS/JKN mengikuti 

keputusan direktur.  Hal ini juga sejalan dengan 

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016. 

Kemampuan penyedia layanan berperilaku 

sopan dan ramah serta memberikan rasa aman juga 

telah dirasakan cukup baik oleh peserta JKN di 

pelayanan instalasi rawat jalan, rawat inap dan 

IGD. Hal tersebut terlihat dari bagaimana petugas 

administrasi di IRJ, IRI dan IGD menerangkan 

dengan sopan dan telah menunjukan keramahan 

dalam memberikan informasi pada peserta JKN 

mengenai administrasi yang harus dilengkapi. 

Sikap tenaga medis dalam melayani pasien 

sudah dianggap berperilaku dan bertutur kata 

sopan. Petugas farmasi juga dinilai sudah 

memberikan pelayanan dengan bertutur kata sopan 

namun kurang dalam memberikan informasi dan 

keramah-tamahannya. Pasien juga menilai tidak 

pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

sehingga keamanan dilingkungan rumah sakit juga 

sudah baik. 

e. Empathy (Empati) 

Empati yang dilakukan oleh petugas rumah 

sakit Soewandhie dapat dilihat dari segi  

kemampuan dalam memberikan perhatian personal 

kepada pasien khususnya menurut perspektif pasien 

peserta JKN/BPJS. Perhatian personal ini dilakukan 

dengan berbagai cara oleh setiap petugas maupun 

tenaga medis dan perawat untuk mengungkapkan 

rasa kepedulian mereka terhadap pasien atau 

keluarga pasien. 

Berdasarkan pada hasil wawancara pada pasien 

JKN, pegawai maupun dokter dan perawat di 

instalasi rawat jalan, rawat inap dan IGD sudah 

memberikan perhatian yang baik pada pasien. Hal 

ini ditunjukan oleh pegawai yang berada di bagian 

administrasi seperti pada loket BPJS, pendaftaran, 

dan admisi yang memberikan perhatian yang 

berbeda-beda tergantung pada daya tanggap dan 

karakteristik pasien terutama dalam menyerap 

informasi-informasi yang dibutuhkan pasien. 

Perhatian secara personal oleh dokter maupun 

perawat ditunjukkan dengan memberikan advice 

pada pasien, memberikan informasi yang 

dibutuhkan untuk mengetahui kondisi dan tindak 

lanjut pasien. perhatian personal dapat dirasakan 

oleh pasien dan keluarga pasien dengan keramahan 

petugas yang sering mengajak berinteraksi, petugas 

sangat bertanggung jawab dengan tugasnya, dan 

kesediaan untuk menolong pasien itu besar. 

Sementara untuk pelayanan farmasi, empati yang 

ditunjukan sudah cukup bagus dengan 

mendahulukan pasien lansia dan pasien dengan 

obat satu macam. 

f. Access (Akses) 

Dalam hal ini untuk melihat kemudahan akses 

di RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya dilihat dari 

segi kemudahan rumah sakit baik petugas maupun 

dokter untuk dihubungi oleh pasien dan 

keterjangkauan lokasi rumah sakit untuk dikunjungi 

pasien. 

Pada segi kemudahan rumah sakit baik petugas 

maupun dokter untuk dihubungi sudah dinilai 

cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

tersedianya berbagai fasilitas untuk menghubungi 

rumah sakit seperti melalui telepon, fax, konsultasi 

kesehatan melalui website rumah sakit Soewandhie, 

menyatakan keluhan juga bisa melalui kotak saran, 

website, dan SMS. 

Bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan juga 

mudah dalam menemui dokter, karena sudah ada 

jadwal bagi dokter yang melayani di poli dan rawat 

inap serta IGD sehingga dokter selalu ada ditempat 

sesuai jadwalnya. Untuk memastikan dokter berada 

diruang masing-masing, ada petugas yang 

melakukan pengecekan tiga kali saat jam kerja. 

Untuk lokasi rumah sakit soewandhie terutama 

untuk menerima pasien rujukan dari fasilitas 

kesehatan pertama dinilai oleh sebagian besar 

pasien sudah mudah untuk dijangkau. Ada pasien 

yang meminta dirujuk ke rumah sakit soewandhie 

karena kedekatan dengan rumah pasien. Selain itu 

lokasi rumah sakit soewandhie juga mudah 

ditemukan menurut pasien JKN dan tidak menemui 

kesulitan dalam mencari rumah sakit. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

Pelayanan di RSUD Dr. M. Soewandhie 

Suarabaya 

a. Kemampuan Pegawai 

Pada penelitian ini aspek kompetensi aparatur 

pelayanan dilihat dari segi  kemampuan pegawai 

melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, 

tingkat pendidikan dan lama bekerja pegawai serta 

kemampuan pegawai berkomunikasi dengan pasien. 
Rumah sakit Soewandhie Surabaya dalam 

melakukan penempatan pegawai pada pekerjaan 

tertentu dilakukan dengan melakukan perekrutan 

dan seleksi sesuai dengan kompetensi dan 

keahliannya. Untuk meningkatkan kehandalan 

pegawai, rumah sakit Soewandhie memberikan 

pelatihan-pelatihan yang diperlukan terutama untuk 

tenaga medis maupun paramedis di IGD, ICU, dan 

ruang OK rumah sakit Soewandhie. 

Tingkat pendidikan dan pengalaman lama 

bekerja yang dimiliki oleh pegawai menjadi aspek 

yang paling menonjol dan juga berperan penting 

untuk menunjang keahlian dalam memberikan 

pelayanan dan sesuai dengan pekerjaan yang 

ditempatinya.  Pegawai, tenaga medis maupun 

paramedis di rumah sakit Soewandhie berlatar 

belakang dari berbagai macam tingkat pendidikan 

mulai dari tingkat pendidikan SD sampai S2 dan 

dokter spesialis dimana 73% dari total pegawai 

sudah memiliki pendidikan diploma sampai sarjana 
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sementara sisanya yaitu 27% memiliki pendidikan 

dibawah diploma. 

Untuk lama bekerja dari pegawai disini 

dikhususkan pada lama bekerja dokter dimana 

dokter paling berperan penting dan menjadi pihak 

yang langsung bersentuhan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan pada pasien. Dokter dirumah 

sakit soewandhie telah memiliki pengalaman 

bekerja lebih dari lima tahun dengan persentase 

51,25% dan 27,5% diantaranya telah memiliki 

pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun. Sementara 

untuk dokter yang masih memiliki pengalaman 

dibawah lima tahun sebesar 48,75%. 

Sementara itu kemampuan komunikasi dengan 

pengguna jasa baik pasien maupun keluargapasien 

masih ditemukan kendala karena karakteristik dari 

pasien yang bermacam-macam namun masih bisa 

diatasi dengan bantuan pegawai lain dalam 

menyampaikan informasi terutama menggunakan 

bahasa yang dimengerti oleh pasien atau keluarga 

pasien. 

b. Sistem Pelayanan 

Pada penerapan sistem pelayanan di rumah sakit 

soewandhie ini dapat dilihat dari kemudahan 

prosedur dan persyaratan pelayanan dan dilihat dari 

sistem antrian yang diterapkan. Pada penerapan 

sistem pelayanan di rumah sakit soewandhie ini 

yang paling menonjol mempengaruhi kualitas 

pelayanan adalah aspek kemudahan prosedur dan 

persyaratan pelayanan. 

Berdasarkan hasil penelitian pihak rumah sakit 

berpendapat bahwa prosedur untuk pelayanan JKN 

pada pasien dengan keadaan tertentu memiliki 

prosedur yang berbeda dalam mendapatkan 

pelayanan terutama rawat inap karena pihak rumah 

sakit juga harus mengikuti aturan dari BPJS 

Kesehatan. Selain itu prosedur dan persyaratan 

yang masih dinilai berbelit-belit sehingga sebagian 

pasien JKN kebingungan untuk memenuhi 

persyaratan yang sering tidak lengkap dan 

menghambat pelayanan. Hal ini menunjukkan 

peserta JKN masih belum jelas mengetahui 

mengenai persyaratan yang harus dilengkapi dan 

kurangnya sosialisasi. 

Rumah sakit Soewandhie Surabaya juga telah 

menerapkan teknologi pendukung proses pelayanan 

dengan menggunakan sistem komputerisasi yang 

dinamakan SIM.Namun berdasarkan hasil 

penelitian meskipun sudah ada SIM tetapi masih 

ada kendala dalam proses bridging data dari  sistem 

BPJS ke sistem SIM rumah sakit yang belum 

sempurna sehingga pasien masih harus mendaftar 

dua kali. Hal ini tentu membuat prosedur pelayanan 

peserta JKN lebih panjang. 

Sementara untuk sistem antrian rumah sakit 

telah dibantu oleh Pemerintah Kota dengan adanya 

mesin e-kios untuk pendaftaran online sebagai 

upaya untuk mengurangi penumpukan antrian tetapi 

masyarakat masih belum banyak yang 

memanfaatkan alat tersebut. Selain itu juga rumah 

sakit telah menyediakan lima loket untuk melayani 

pasien peserta asuransi BPJS dan asuransi lainnya. 

Namun upaya tersebut belum efektif untuk 

menangani penumpukan pasien di pendaftaran. 

c. Perilaku Kerja Pegawai 

Dalam melihat perilaku kerja pegawai ini dinilai 

dari kesesuaian kerja pegawai dengan peraturan dan 

nilai-nilai yang berlaku serta dinilai dari bagaimana 

koordinasi antar bagian di rumah sakit soewandhie. 

Hal yang paling menonjol disini adalah perilaku 

kerja pegawai yang selalu disesuikan atau 

berpedoman pada peraturan dan nilai-nilai yang 

berlaku pada organisasi.   

Pertama, rumah sakit soewandhie selalu 

menekankan agar semua pegawai memahami visi 

misi organisasi sehingga dalam melakukan 

pekerjaan tetap sejalan untuk mewujudkan visi misi 

yang telah disepakati bersama. Kedua, perilaku 

kerja dari pegawai rumah sakit soewandhie juga 

terlihat dari upaya semua pegawai untuk selalu 

menerapkan nilai-nilai dasar budaya organisasi 

yakni SIP (Santun, Integritas dan Profesionalisme). 

Pegawai rumah sakit harus selalu santun dalam 

berucap maupun bersikap terutama saat 

memberikan pelayanan. Pegawai rumah sakit juga 

harus menjunjung integritas yakni lebih 

mengutamakan kepentingan pekerjaan dari pada 

individu dan melayani sesuai dengan standar 

prosedur. 

Ketiga, dalam menjalankan kerjanya masing-

masing maupun dalam memberikan pelayanan 

selalu disesuaikan dengan SOP dan tidak ada 

pembedaan pada pasien yang dilayani. Pegawai 

rumah sakit selalu merujuk pada SOP agar tercipta 

proses kerja atau pelayanan yang teratur. Selain itu 

pihak manajemen dan pegawai selalu secara rutin 

melaksanakan rapat koordinasi dengan pegawai. 

Rumah sakit soewandhie sering melakukan rapat 

koordinasi untuk mendiskusikan penyelesaian 

masalah yang ada maupun untuk pemberian 

instruksi kepada pegawai sehingga dapat 

meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

d. Kebijakan 

Kebijakan dalam program JKN yang mengatur 

mengenai tarif klaim pelayanan program JKN yang 

terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 

Tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan 

kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan 

kesehatan nasional. Berdasarkan pada standar tarif 

pada kebijakan tersebut ternyata berdasarkan hasil 

wawancara, rumah sakit menilai masih terdapat 

masalah pada penetapan standar tarif tersebut. 

Pihak rumah sakit mengeluhkan tarif paket INA 

CBGs yang terlalu rendah jika dibandingkan 

dengan real cost bila menangani pasien dengan 

diagnosa tertentu. 

Pada tarif sesuai diagnosa tersebut 

pembiayaannya sudah mencakup untuk semua 

keperluan tindakan medis yang diambil selama 
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proses pelayanan kesehatan. Hal tersebut membuat 

pihak rumah sakit maupun dokter untuk sebisa 

mungkin menyesuaikan tindakan pelayanan yang 

diberikan dengan tarif yang sudah ditetapkan 

pemerintah agar tindakan pelayanan kepada pasien 

biayanya bila dilihat dari real cost-nya tidak 

melebih dari paket tarif dari pemerintah. 

Permasalah berikutnya adalah tarif yang 

ditetapkan pemerintah tersebut menetapkan 

perbedaan tarif pada tiap tingkat rumah sakit A, B 

dan C yang menyebabkan rumah sakit yang tipenya 

lebih kecil atau rumah sakit swasta lebih memilih 

merujuk pasien kerumah sakit lain yang tingkatnya 

lebih tinggi terutama rumah sakit pemerintah 

karena tidak mau rugi dengan tarif paket yang 

rendah tersebut. Kemudian dilihat dari pemberian 

obat-obatan pada pasien juga terdapat keterbatasan 

jumlah dari dosis yang harusnya diminum pasien 

dan untuk obat yang diberikan adalah obat generik 

sehingga terdapat keterbatasan untuk menggunakan 

obat yang lebih efektif dan cepat menyembuhkan 

pasien. 

 

Kesimpulan  

Kualitas Pelayanan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional di RSUD Dr. Muhammad 

Soewandhie Kota Surabaya bagi peserta BPJS 

Berdasarkan hasil penyajian data, analisis dan 

interpretasi data secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan program 

jaminan kesehatan nasional di RSUD Dr. M. 

Soewandhie Kota Surabaya dapat dilihat dari 

dimensi-dimensi kualitas pelayanan diantaranya 

adalah tangibility, responsiveness, reliability, 

assurance, empathy, access. Dari keenam dimensi 

tersebut, dimensi tangibility, reliability, dan 

responsiveness berdasarkan hasil penelitian dimana 

sebagian besar informan pasien JKN masih belum 

puas sehingga masih harus melakukan perbaikan.  

Pada aspek bukti fisik (tangibility), masih 

kurangnya fasilitas ruang tunggu terutama di ruang 

tunggu poli, pendaftaran dan farmasi karena jumlah 

tempat duduk masih kurang, kurangnya luas 

ruangan dan pendingin udara. Selain itu pada rawat 

inap ketersediaan bed masih belum mencukupi 

kebutuhan jumlah pasien yang terus meningkat 

dimana tingkat penggunaan tempat tidur (BOR) 

sudah melebihi standar depkes yaitu 85% sehingga 

meningkatkan resiko penularan penyakit (infeksi 

nosokomial). Dilihat dari jumlah dokter juga masih 

kurang dalam melayani pasien dimana 

perbandingannya adalah 1 : 3.210 sementara 

menurut standar WHO perbandingannya adalah 1 : 

2.500. 

Sementara pada aspek kehandalan (reliabitiy), 

petugas belum dapat memberikan pelayanan kepada 

pasien yang menuntut adanya konsistensi ketepatan 

waktu sesuai dengan standar waktu yang ada 

terutama pada waktu tunggu di pelayanan rawat 

jalan seperti mulai dari pendaftaran sampai dengan 

mendapatkan pelayanan di poli yang melebihi 

standar 60 menit. Pelayanan farmasi juga dinilai 

memberikan pelayanan paling lama dan melebihi 

waktu yang dijanjikan baik untuk obat racikan 60 

menit maupun obat jadi 30 menit. Sementara untuk 

rawat inap, terutama waktu tunggu operasi sangat 

lama dan tidak sesuai dengan stadar waktu yang 

telah ditetapkan yakni lebih dari 2 hari.  

Pada aspek daya tanggap, sudah tersedia 

berbagai media penyampaian keluhan dan petugas 

pada bagian masing-masing bersedia membantu 

dan memberi informasi yang dibutuhkan pasien 

terutama berkaitan dengan BPJS dimana sudah ada 

loket BPJS yang juga menjadi penyedia informasi 

bagi layanan program JKN. Namun dalam hal 

penanganan pengaduan dan masukan dari pasien 

masih belum baik dimana terbukti dari data IKM 

berdasarkan unsur pelayanan penanganan terhadap 

pengaduan mendapatkan nilai paling rendah yakni 

35,18. 

Sementara itu pelayanan di rawat jalan, rawat 

inap dan IGD dilihat dari dimensi lainnya yaitu 

jaminan, empati dan akses menurut informan JKN 

pelayanan yang diberikan sudah memuaskan 

dimana tidak terdapat keluhan dari pasien JKN. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Soewandhie 

Kota Surabaya 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan di RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya 

berdasarkan hasil penelitian adalah faktor 

kemampuan pegawai dan faktor perilaku kerja 

pegawai yang menjadi faktor pendukung kualitas 

pelayanan yang baik di rumah sakit serta faktor 

sistem pelayanan dan faktor kebijakan yang 

menghambat penciptaan kualitas yang baik di 

rumah sakit. Pada faktor kemampuan pegawai 

rumah sakit ini di dukung dengan adanya pelatihan-

pelatihan khusus pada bagian tertentu yang 

dibutuhkan dan ada setiap tahun. Rumah sakit 

memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan 

diploma sampai sarjana yang lebih banyak dari 

pegawai dengan tingkat pendidikan dibawahnya 

dan dokter yang berpengalaman. Sementara pada 

faktor perilaku kerja pegawai selalu menyesuaikan 

dengan peraturan dan nilai-nilai yang berlaku 

dimana mengacu pada visi misi organisasi, nilai-

nilai dasar budaya organisasi yakni SIP (Santun, 

Integritas dan Profesionalitas), etika profesi 

masing-masing dan melaksanakan kerja sesuai SOP 

dan peraturan yang berlaku dan juga selalu 

dilakukan rapat koordinasi secara rutin hampir 

setiap hari. 

Semetara pada faktor sistem pelayanan dirumah 

sakit soewandhie yang dilihat dari sisi prosedur dan 

persyaratan masih dinilai belum sederhana terutama 

dalam pelayanan JKN yang menunjukkan 

kurangnya sosialisasi. Belum sempurnanya 
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bridging data SIM rumah sakit dengan sistem 

BPJS. Kemudian sistem antrian yang diterapkan 

belum efektif memecah penumpukan pasien. 

Kemudian pada faktor kebijakan terutama 

kebijakan tarif  INA CBGs dinilai tarif yang 

ditetapkan sangat rendah dan jauh dari real cost. 

Dampaknya pada rumah sakit adalah, pertama 

petugas medis terpaksa harus memberikan 

pelayanan perawatan yang paling dibutuhkan saja 

oleh pasien. Kedua, menyebabkan penumpukan 

atau peningkatan jumlah pasien dirumah sakit 

dengan tipe A dan B terutama rumah sakit 

pemerintah. Ketiga, obat yang diberikan terbatas 

pada obat generik saja dan jumlahnya terbatas 

terutama obat untuk penyakit berat. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka 

berikut ini diajukan beberapa saran untuk instansi 

yang bersangkutan diantaranya adalah : 

1. Pengaturan ruang pada lantai 1 dimana beberapa 

layanan seperti loket pendaftaran, loket BPJS, 

Farmasi, poli-poli dan fasilitas penunjang medis 

seperti laboraturium, bank darah dll, tertalu 

menumpuk di lantai 1. Oleh sebab itu peneliti 

menyarankan penambahan pembangunan lantai 

gedung atau ruang untuk memisahkan beberapa 

layanan agar tidak terjadi penumpukan pasien di 

lantai 1. Kemudian perlu juga memperhatiakan 

fasilitas pendukung kerja pegawai seperti koneksi 

internet di bagian administrasi untuk kelancaran 

pelayanan maupun luas ruang pelayanan terutama 

farmasi yang kurang luas untuk menyimpan obat 

maupun kurang leluasanya pegawai untuk 

beraktivitas di dalam. Penambahan fasilitas atau 

sarana kenyamanan pasien diruang tunggu seperti 

penambahan kursi dan pendingin udara sangat 

dibutuhkan. Selain itu mempercepat 

pembangunan fasilitas penambahan ruang inap, 

poli dan IGD seperti yang direncanakan rumah 

sakit dan memperhatikan kondisi pasien di ruang 

inap terutama soal pendingin udara yang rusak 

karena sangat penting untuk memberikan 

kenyamanan bagi pasien. 

2. Melakukan penambahan atau perekrutan untuk 

tenaga medis yakni dokter untuk memenuhi 

kebutuhan jumlah kunjungan pasien yang terus 

meningkat.  

3. Perlu adanya perbaikan dalam konsistensi waktu 

dalam pemberian pelayanan sesuai dengan waktu 

yang dijanjikan untuk mengatasi keluhan 

pengguna layanan terutama di pelayanan dan 

rawat jalan, pelayanan farmasi dan waktu tunggu 

operasi. Serta meningkatkan kinerja dalam 

manajemen penanganan pengaduan dan masukan 

pasien. 

4. Perlu adanya peningkatan sosialisasi prosedur 

dan persyaratan layanan JKN baik oleh rumah 

sakit, BPJS maupun dinas kesehatan kota 

surabaya 

5. Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen 

rumah sakit dengan sistem BPJS agar dapat 

menyederhanakan proses pendaftaran 

6. Memperbaiki sistem antrian rumah sakit dengan 

menambah lagi jumlah loket pendaftaran untuk 

pasien asuransi maupun pasien BPJS, mendorong 

pasien untuk menggunakan antrian online. 

Menambah loket pendaftaran khusus untuk pasien 

orang tua dan cacat. 

Sementara saran juga ditujukan kepada 

pemerintah khususnya kementerian kesehatan dan 

BPJS untuk merevisi kebijakan penetapan tarif 

paket INA CBGs sesuai dengan perkembangan 

kondisi biaya tarif yang sebenarnya. 
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